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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kesimpulan dari Prosedur tembak di Tempat

Tindakan kepolisian Negara republik Indonesia dalam melakukan tembak
di tempat (Upaya Represif) merupaka upaya terakhir. Kewenangan tembak di
tempat yang dimiliki oleh kepolisian telah diatur dalam Undang-undang No. 2
tahun 2002 tentang kepolisian, dan juga telah diatur dalam Prosedur Tetap
(PROTAP). Dalam melakukan tembak di tempat (tindakan represif) setiap
anggota kepolisian harus melakukan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan.

Alasan polisi melakukan tembak di tempat adalah: karena tersangka
berusaha kabur, tidak mengikuti perintah petugas untuk menyerahkan diri, dan
tersangka berusaha menyerang petugas atau dengan kata lain ketika tersangka
melakukan tindakan yang membahayakan jiwa masyarakat dan petugas

kepolisian.

4.1.2 Kesimpulan dari Pertanggungjawaban Kepolisian

Bentuk pertanggungjawaban dari pihak kepolisian yaitu terdiri dari
pertanggungjawaban yang diberikan oleh institusi kepolisian dan juga
pertanggungjawaban dari individu kepolisian. Pertanggungjawaban yang
diberikan oleh institusi kepolisian terhadap tersangka yaitu hanya sebatas tindakan
medis, apabilah tersangka mengalami luka tembak dan mengembalikan mayat ke

keluarga dan melakukan penguburan apabilah tersangka meninggal. Sedangkan
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pertanggungjawaban dari individu kepolisian yang melakukan tembak di tempat
adalah hanya membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasan. Tetapi
apabilah dalam melakukan tindakan represif atau tembak di tempat tidak sesuai
aturan atau prosedur yang ada, maka harus melakukan pertanggungjawaban

pidana.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan masukan dan saran

sebagaiberikut:

1. Bahwa dalam menjalankan tugas setiap anggota kepolisian harus benar-
benar memahami tugas fungsi dan wewenangnya sebagai anggota
kepolisian.

2. Pengambilan tindakan yang berhubungan dengan tersangka (pelaku
kejahatan) yang sangat berbahaya, pelaku kejahatan yang menggunakan
senjata tajam atau bahan-bahan yang berbahaya sebaiknya petugas lagsung
melakukan tindakan tegas.

3. Dalam melakukan tindakan tegas (tembak di tempat) sebaiknya tetap
memperhatikan Hak Asasi Manusia, dan juga kode etik yang dimiliki oleh
kepolisian.

4. Setelah menerimah laporan pertanggungjawaban dari anggota yang
melakukan tembak di tempat, atasannya harus meninjau kembali prosedur
yang dilakukan apakah benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang

berlaku.
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5. Pemberian sanksi terhadap anggota yang melakukan salah tembak harus
tegas, agar anggota kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukannya.

6. Pembinaan terhadap Akademi Kepolisian tingkat dasar, harus berjalan
dengan baik agar setela menjadi anggota kepolisian dan bertugas di
lapangan suda benar-benar mengerti akan tugas wewenang dan fungsi dari

kepolisian.
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